
 

 
 
 
 
 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 
 

NOMOR  9   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENANGGULANGAN  HIV  DAN AIDS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABANAN, 
 

Menimbang: a.  bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh 
yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat 
mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan 
peradaban manusia; 

 b. bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status 
sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, 
sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, 
sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penanggulangan HIV dan AIDS;  

   
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
 

 2.  Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20; 
Tambahan Negara Republik indonesia Nomor 3273); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100;  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

 4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 



 

 
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4235); 
 

 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);  
 

 7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431);  
 

 8. 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2006 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Nomor 2); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN 
  

dan 
 

BUPATI TABANAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN    DAERAH      TENTANG     PENANGGULANGAN HIV DAN 
AIDS. 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 



 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

4. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA  adalah Komisi 
Penanggulangan AIDS  di Kabupaten Tabanan. 

5. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan  laju penularan HIV dan 
AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan 
pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS. 

6. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di 
masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan 
AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau 
pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di 
lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke 
bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh 
donor. 

7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus  
yang merusak sistem kekebalan tubuh  manusia. 

8. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah 
kumpulan gejala penyakit  yang disebabkan oleh HIV. 

9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang 
yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah 
ada gejala. 

10. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau 
gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. 

11. Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang 
dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus 
bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes. 

12. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk 
darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan. 

13. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data 
tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi 
tentang besaran masalah, sebaran dan kecendrungan penularan HIV dan AIDS 
untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, 
dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous. 

14. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang 
berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna 
memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecendrungannya untuk 
perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS. 



 

Pasal 2 
 

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, 
keadilan,  kesetaraan jender, dan kebersamaan. 

 

 
Pasal 3 

 
Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi  
penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA. 

 
BAB II 

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS 
Bagian Kesatu 
Jenis Kegiatan  

 
Pasal 4 

 
Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui: 
a. promosi; 
b. pencegahan; 
c. konseling dan tes sukarela rahasia; 
d. pengobatan; dan 
e. perawatan dan dukungan. 

 
Bagian Kedua 

Promosi 
 

Pasal 5 
 

(1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan 
berkesinambungan. 

 
(2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;dan 
b. upaya perubahan sikap dan perilaku. 

 
(3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha. 
 
 

Bagian Ketiga 
Pencegahan 

 
Pasal 6 

 
Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan 
berkesinambungan. 



 

 
Pasal 7 

 
(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi  

pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan. 
(2) Kegiatan pencegahan yang dimaksud pada ayat 1 adalah 

 a. Tidak melakukan hubungan seks bebas; 
 b. Tidak melakukan hubungan seks pranikah; 
 c. Tidak melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba; 

 
Pasal 8 

 
(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang  

mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan 
tubuhnya kepada orang lain. 

 
(2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, 

organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining. 
 
(3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, 

dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.  

 
Pasal 9 

 
Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya 
pencegahan atau menggunakan kondom. 
 
              Pasal 10 
 
Setiap pemilik atau pengelola tempat yang berisiko terjadinya penularan HIV dan 
AIDS wajib memeriksakan pekerjaannya ketempat pelayanan IMS. 
 

Pasal 11 
 

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur 
pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril. 

 
Pasal 12 

 
Pemerintah Daerah  menyediakan sarana prasarana: 
a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau 

jaringan yang didonorkan; 
b. layanan  untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;  
c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil  yang positif HIV kepada bayi yang 

dikandungnya; 
d. pendukung pencegahan lainnya; 
e. layanan VCT dengan kualitas  baik dan biaya terjangkau; 
f. surveilans IMS, HIV, dan perilaku; dan 


